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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang
memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah. Di mana melalui penyelenggaraan otonomi daerah, proses pemerintahan
diharapkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan
bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.
Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah
pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem
pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur
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kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya
pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang
peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi
pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah
suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa
dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah
desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak
berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam
menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam
era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa
dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung
maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.” Dalam Undang-undang

Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Pemerintah Desa adalah
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Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan
didalamnya, yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan
lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya
adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa
disebutkan bahwa: ““Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap

keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai
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mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD mempunyai fungsi, yaitu: (1)
mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di
Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2)
legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama
Pemerintah Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta
Keputusan Kepala Desa; dan (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu
menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada
Pejabat atau Instansi yang berwenang. Namun berdasarkan hasil observasi pra
penelitian di lapangan, peneliti menemukan fenomena bahwa tingkat
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis dirasakan belum optimal.
Hal itu dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : 1) Pengakuan terhadap
keanekaragaman masyarakat sebagai hal yang wajar masih kurang; 2) Belum
adanya suatu jaminan untuk terselenggaranya perubahan secara damai dalam
masyarakat yang sedang berubah.

Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan,
Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara
sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dbiuat oleh lembaga-
lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan
keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial
masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalu proses

persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif
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dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua,
keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses
Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu
tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak
secara hokum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan
Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan Desa adalah produk hokum tingkat desa yang ditetapkan oleh
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih
lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Dari uraian di atas, diduga timbulnya fenomena tersebut dikarenakan :
Terkadang fungsi Badan Permusyawaratan Desa untuk mengayomi adat istiadat
setempat kurang terperhatikan karena lebih mengutamakan fungsi legislasi dan
anggaran; Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan Badan
Permusyawaratan Desa belum representatif. Dari permasalahan-permasalahan
tersebut, ternyata belum optimalnya tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa
yang demokratis ini berkenaan dengan beberapa fungsi Badan Permusyawaratan
Desa yang belum dilaksanakan secara maksimal. Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan
desa adalah Dbukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan

pemerintahan.
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Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di desa, maka
dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis
dalam proses pemerintahan di desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi
dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan,
khususnya di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin, produk-produk legislasi
yang berupa peraturan desa belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat sebuah judul vyaitu,
“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA PASAR V KEBUN

KELAPA KEC. BERINGIN KAB. DELI SERDANG”.

1.2 ldentifikasi Masalah
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan
Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin belum
dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
2. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan
Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin

belum terlaksana dengan maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis maka

penulis membatasi masalah dalam menyusun skripsi ini, yaitu hanya dibatasi pada
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“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan
Peraturan Desa Di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli

Serdang pada Januari s/d Desember 2014.”

1.4 Perumusan Masalah
1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan
Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan
peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan

Desa?

1.5 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa
dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec.
Beringin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan yang
menghambat pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa.

3. Hambatan BPD dalam penyusunan dan penetapan Perdes.

1.6 Manfaat Penelitian
1. Secara teori, sebagai sarana pengembangan tentang fungsi dan peranan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa

(Perdes).
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2. Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat di rekomendasikan kepada
masyarakat, khususnya masyarakat dan perangkat Desa Pasar V Kebun
Kelapa Kecamatan Beringin untuk meningkatkan Kkinerja Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
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